
  

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU 

TRIWULAN II TAHUN 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 

(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi 

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat 

kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Indragiri Hilir telah melakukan rekapitulasi dan 

penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat 

pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara 

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Indragiri Hilir nomor : 32/PL.01.2-

BA/1404/2025  tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat 

Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih 

Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 

Triwulan Kedua Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan 



Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Triwulan Kedua 

Tahun 2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 200); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN 

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

PROVINSI RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025. 

KESATU :  Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hilir 

Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2025, 

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap 

Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  : Tembilahan 

pada tanggal : 2 Juli 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, 

 

            Ttd 

 

SYAMSUL 

Salinan Sesuai dengan Aslinya, 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan 

Hukum 

 
 

 

Rianty Subina 



 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN KABUPATEN 

INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU 

TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025 

 

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 

(PDPB) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN KEDUA 
TAHUN 2025 

 

L P L+P

1 Reteh 14 14.367 14.101 28.468

2 Enok 14 14.125 13.086 27.211

3 Kuala Indragiri 8 6.430 5.864 12.294

4 Tembilahan 8 30.138 29.765 59.903

5 Tempuling 9 12.994 12.273 25.267

6 Gaung Anak Serka 12 9.166 8.617 17.783

7 Mandah 17 15.400 14.433 29.833

8 Kateman 11 16.351 15.367 31.718

9 Keritang 17 25.212 24.672 49.884

10 Tanah Merah 10 10.094 9.533 19.627

11 Batang Tuaka 13 11.607 10.617 22.224

12 Gaung 16 16.506 15.208 31.714

13 Tembilahan Hulu 6 18.155 18.037 36.192

14 Kemuning 12 15.832 14.916 30.748

15 Pelangiran 16 12.310 10.958 23.268

16 Teluk Belengkong 13 3.559 3.175 6.734

17 Pulau Burung 14 7.592 7.176 14.768

18 Concong 6 4.635 4.234 8.869

19 Kempas 12 15.238 14.444 29.682

20 Sungai Batang 8 4.028 3.885 7.913

TOTAL 236 263.739 250.361 514.100

Nama Kecamatan
Jumlah 

Desa/Kel

Jumlah Pemilih
KeteranganNo

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

ttd 

 

SYAMSUL 

Salinan Sesuai dengan Aslinya, 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan 
Hukum 

 

 

 

Rianty Subina 


